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PEMBITVAAN PEGAWAI NEGEBI SIPIL
(Tl4f auarr lGemanuglaalr rlen Yurtdts)

Oleh Bambang \tunarko ')

Untuk meningketkan prestasi dan playanan pdgawai negeri kdpada masyankat sebagai
ebdi nqara dan abdi mesyankat, make pagawai nege waiib dibina. Hal inibisa menguntungkan
bagi rcgare, masyarekat maupun pegawai nageri itu sendiri. pembindan pegawai negeri tid*
Usa lepas dei kebutuhan den hek-hak daser manusia, karena pegawai negeri itu merupakan
sekelon pk menusia Wng mengaMikan dirinya atau tenaganya kepada negaa, oteh karene itu
di dalam Fmbinaan pegawai negeri harus diserasikan antara kepentingan negara dengan
kaf{nuhan c€gewei s€bagai manusia. Usaha-usaha untuk Nmbinaan pegawai yang tetkait dengan
kabutuhen Ngawai ialah ; pemberian gaji Wng layak, peningkatan ka eL disiptin, hak istirahat,
,€ngltnrgaan, oryanisasi pegawai, fasilias keda, keselematan, keamanan dan kesetamatan keria,
perengsang, rckreasi clan pensiun.

I. PENDAHULUAil

Pegawai negeri adalah mer€ka yang telah
mernenuhi syarat-syarat yang dit€ntukan dalam
peraturan perundangan yang berlaku, diangkat
oleh pojabat yang berw€nang dan diserahi
tugas dalam satu labatan n€geri atau diserahi
tugas lainnya yang dit€lapkan berdasarkan
sualu peralu.an perundang-undangan dan
digaii menurut perundang-undangan yang
berlaku.

Supaya lelas maka batasan tersehjt di alas
dapat diperinci dalam empat pokok sebagai
berikut:
1. Memenuhi syarat-syarat yang ditontukan.
2. Dlangkat ol6h p€iabat yang berwenang.
3. Diserahl dalam satu labatan negeri atau

lugas lainnya.
4. Digaji m6nurul p€raturan perundang-

undangan yang b€rlaku.
Mereka yang memenuhi syarat-syarat

koempat pokok tersebul sebagai psgawai
negori, sodangkan yang lidak memenuhi
syaratsyarat t€rsobut htkan tormasuk pegawai
neg€ri.

fugawai nsgeri mempunyai p€ranan amat
penting karena pegawai n€g€ri merupakan
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unsur aparatur negara unluk menyelongga-
rakan pemerintahan dan pembangunan dalam
rangka mencapai tuiuan negara.

Tuluan pembangunan nasional adalah
membentuk suatu masyarakat adil dan makmur,
sebagai maler i i l  dan spr i lu i l .  Kelancaran
pelaksanaan pemerintah dan pembangunan itu
lerulama sekal i  lergantung pada k€sem-
purnaan aparalur negara yang pada pokoknya
tergantung iuga dari kesempurnaan pegawai
neg€ri sebagai bagian dari aparatur n€gara.
Oleh karena ilu perlu adanya pemblnaan bagi
pegawai negeri.

1I. SISTEH PETBINAAN PE.GAWAI NEGERI
SIPIL

Pasal 12 Undang-Undang No.6 tahun 1974
menenlukan bahwa pembinaan pegawai negeri
s ipl l  d iarahkan untuk meniamin penye-
lenggaraan tugas pemerinlahan dan
p€mbagunan secara b€rdaya guna dan b€rhasll
guna yang berdasarkan sistem karier dan
sistem prestasi kerla.
1 . Sislem Karier.
a. Sistem karier tertutup: bahwa pangkal dan
labalan yang ada dalam satu organisasi hanya
dapat dimiliki oleh pegawai yang telah ada
dalam organisasi itu dan lerlutup bagi orang
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luar. .tahun 1974. memadukan kedua sistem itu
b. Sistom karier terbuka : behwa pangkat dan ' secara bersama-Sbm'a, (Pasal 12 ayat 2l
iabatan dalam satu organisasi dapat diduduki
oleh orang luar organisasi itu, asalkan dia lll. PERWUJUDAN PEilBlt{AAN PEGAWAT
memiliki kecakapan yang diperlukan, tanpa NEGERI SIPIL
melalui pengangkatan sebagai calon pegawai Apabila seseorang telah melalui proses
neg6ri. penerimaan sebagaiseorang pegawai dan telah
2. Sistem Pr€stasi Keria: adalah suatu sistem diangkat meniadi pegawai penuh, maka pada
kepegowaian di mana pengangkatan s€seorang saal itu timbul hak dan kewa,iban bagi seorang
untuk m€ndudukisuatu iabatan, atau untuk naik pegawai. Aturan mengenai hak-hak pagawai
pangkat didasarkan atas kecakapan dan inilah yang m€niadi landasan dalam pemtinran
prostasi yang telah dicapai oleh seseorang kepegawaian. Hak pegawai tidak terlepas dari
yang diangkat itu. Hak Asazi Manusia, oleh karena pegawai

adalah bagian dari kelompok manusia yang
Baik sistem karier maupun sistem preslasi socara kebotulan m€mperoleh kehidupan

keria mempunyai kelebihan dan kelemahan melalui "peniualan" iasa atau tenaga kepada
sebagai berikut; negara.
-  Kelebihan sistem kar ier :  menimbulkan Adapun cakupan akt i t i tas pembinaan

rasa kesetiaan dan pengabdian pada pegawai yang merupakan bagian pokok dari
negara, karena seseorang untuk pembinaan kepegawaian adalah :
m€nduduki iabatan yang dinilai adalah
masa ker ia,  1.  Pemberian
kepangkatan, f  - - - -  - - - - ' !  oai l
keset iaan dan l -  Apabi la seseorang telah !  Bahwa orang
pengabdian. l .  melalui  proses penerimaan I  bers€dia .  unluk- [:l,"J"n?" ff:'il I ",'-':n:'i1"^::f::ny::!::, | iliil*i:li:fil:"^
mendorons pesawai , tetah diangkat ̂ ""i"ii I llli,i""#:tJiJ::313
;"t;k r;"]fik;ixi" i p.go.ai penuh, maka pada i oleh ketnginan untut
prestasi,  karena t imbul lsoof i tu t imbul hak dan i  mendapatkan balasan
anggapan bahwa I  kewoj iban bagi  seorang i  a las peker jaannya
pln.sl"j dan iabatan i pesawai i 9:Li..,_T1?:.Yl-,p'adalah hak pegawai. : - : KeDurunan nroupnya

- Kelebihan sistem r---  secara layak sehlngga
prestasi : mendorong pegawai untuk mereka dapat mencurahkan segala pikiran dan
berprestasi karena seorang pegawai untuk tenaga kepada negara.
naik pangkat dan iabatanharus Gaii pegawai negerl sipil terakhir diatur
membuktikan dengan prestasi secara dalam PP No.7 tahun 1977. Dalam peraturan
nyata. gali dasar, penggaiian yang dipakai adalah

- Kelemahan sis lem prestasi  :  kurang berdasarkan pengangkatan pertama sesuai
memperhatikan tentang kesetiaan dan dengan deraiat pendidikan (skala gaiipertama)
pengabdian. dan selanjutnya gaji didasarkan atas masa keria

dan pangkat. Dalam hal setiap aturan gaii selalu
Oleh karena itu, karena kedua sistem disertakan aturan tentang tuniangan sebagai

tersebut masing-masing mempunyai kelebihan komponen pendapalan. Dalam hal ini adadua
dan kelemahan maka Undang-Undang No I tuniangan yaitu tuniangan sosial (tuniangan
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Suami/lstri dan Anak) dan tuniangan kerla
(tuniangan iabatan / tuniangan khusus).

2. Pengembangn Pegawai
Art i  pengembangan pegawai adalah

k€giatan yang berkaitan dengan peningkalan
kecakapan pegawai guna pertumbuhan yang
berkes€imbangan di dalam organisasi.

Pengembangan pegawai adalah penting
dalam organisasi karena dengan pengem-
bangan pegawai inilah organisasi akan dapat
maiu dan berkembang serta akan dihasilkan
pegawai yang bermutu, karena mereka
mempunyai suatu kemampuan dan kecakapan
untuk menyelesaikan pekerjaan yang
dibebankan. Pengembangan Pegawai Negeri
Sipil dapat dllakukan melalui tiga ialur, yaitu :
a. P€ndidikan dan latihan.
b. Kenaikan pangkaviabatan
c. Perpindahan.

Ad. A. Pendidikan dan latihan
Landasan hukum Pembinaan Jenis ini ialah

pasal 31 Undang-Undang No. 8 Tahun 1974
yang berbunyi "ialah m€ncapai daya guna dan
hasil guna yang sebesar-besarnya diadakan
pengaturah pendidikan serta p€ngaturan dan
peny€lenggaraan latihan iabatan pegawai
nsgerl sipil bertuiuan untuk meningkatkan
pengabdian, untuk keahlian dan ketrampilan.

Pendidikan dan lat ihan berdasarkan
Poraturan Presiden No. 12 Tahun 1981 bisa
dilaksanakan di dalam negeri maupun luar
nogeri baik status dalam tugas belalar atau
seminar / lokakarya. Adapun pendidikan lalihan
bidang administrasi dan management bagi
psgawai negeri sipil ditangani langsung oleh
lembaga Administrasi Negara, yaitu :
a. SEPADA (Sekolah Pimpinan Adminislrasi

Tingkat Dasar)
b. SEPALA (Sekolah Pimpinan Administrasi

Tlngkat Laniulan)
c. SEPADYA (Sekolah Pimpinan Administrasi

Tingkat Madya)
d. SESPA (Sekolah Staf dan Pimpinan

Adminiskasi)

Ad. B. Kenaikan Pangkat

Kenaikan Pangkal pegawai negeri sipil
diatur dalam PP No. 3 tahun 1980 yang pada
dasarnya ada 11 (sebelas) ,enis kenaikan
pangkat, yaitu :

1. Kenaikan Pangkat regul€r
2. Kenaikan Pangkat pllihan
3. Kenaikan Pangkat lstimewa
4. Kenaikan Pangkat Pengabdian
5. Kenaikan Pangkat Anumerta
6. Kenaikan Pangkal Dalam Tugas Belalar
7. Kenaikan Pangkat Selama Meniadi Peiabat

Negara
8. Kenaikan Pangkat dalam Penugasan
9. Kenaikan Pangkat dalam waiib mililer
10 Kenaikan Pangkal Penyesuaian llasah.
1 1 Kenaikan Pangkat lain-lain.

Ad. C. Pemindahan
Landasan perpindahan pegawai negeri

sipif ialah pasal 22 UU No. 8 Tahun 1874 yang
berbunyi "untuk k€pentingan pelaksanaan
tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan
pegawai negeri  s ipi l  dapat diadakan
perpindahan iabatan dan diatur perpindahan
wilayah kerja". Adapun maksud perpindahan
p€gawai negeri adalah untuk memperluas
pengalaman dan pengembangan bakat,
perpindahan ini  b iasa di lakukan anla(a 2
sampai dengan 5 tahun.

3. DisiDlin
Yang dimaksud dengan disiplinisasi ialah

usaha yang di lakukan untuk menciptakan
keadaan suatu lingkungan keria yang lerlib,
melalui suatu sislem pengaturajr yang tepat.

Dengan kesadaran dalam menialankan
aturan, maka ketaatan itu adalah suatu disiplin
kesadaran. Kesadaran ielas merupakan yang
utama, karena ketaalan tidak akan mampu
bertahan tanoa dilandasi suatu kesadaran.

Disiplin merupakan salah satu faktor dalam
k€berhasilan suatu kegiatan. Sebab kalau

Pembinaan Pego\wi Negert Sipil
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disipl in lemah maka hasi l  kegiatan i tu akan
menurun secara kualitas maupun kuantitasnya,
oleh karena ilu usaha mendisiplinkan pegawai
harus mendapalkan perhatian yang sungguh-
sungguh.

Usaha pemerintah untuk membina disiplin
pegawai negeri sipil cukup banyak cara dan
ragamnya. Usaha pertama yang dilakukan ialah
pengikat secara moral pegawai negeri sipil
pada saat diangkat sebagai pegawai negeri sipil
dengan menggunakan sumpah dan janii (Ps 26
(1) UU No. I  |  1974 dan PP No. 21 /  1975) dan
adanya kewaiiban mentaali Kode Etik Pegawai
(Ps.28 UU No. 8 /  1974) namun kode Et ik
Pegawai Negeri belum ielas rumusannya dan
soal  in i  yang dipakai  rumusannya adalah
SAPTA PRASETYA KORPRI. Disamping itu ada
pula PP No. 30 / 1980 yang mengatur larangan
dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil.

I Dengan kesadaran dalam menja- 1
I lankan aturan, maka ketaatan itu I
I adalah suatu disiplin kesadaran. 1
I Kesadaran ielas merupakan yang I
I utama, karena ketaatan tidak akan I
I mampu bertahan tanpa dilandasi 1
I sualu Kesaqaran. I
L------  

- - - I

4. lstirahat
Pada dasarnya manusia mem p u nyai

kemampuan, kekuatan yang terbatas.
Meskipun keterbatasan i tu relat i f  berbeda
antara orang-orang yang disebabkan laktor
umur, jenis kelamin dan sebagainya. Tetapi dari
segi  ukuran umum ada persamaan yai tu
manusia tidak boleh bekeria terus menerus
melebihi 8 jam/hari dan 40 jam/minggu.

Berlolak dar i  keterbatasan i tu lah maka
seseorang perlu istirahat agar supaya dapat
memperoleh kesegaran kembali secara jasmani
dan rokhani.

Kesegaranitu diperlukan, karena manusia
itu mempunyai rasa bosan, yang akhirnya dapat

mempengaruhi hasil pekerjaannya. Maka perlu
diberikan istirahat bagi seorang pegawai untuk
menghilangkan rasa bosan tersebut.
lstirahat kerja ada 3 ienis, yaitu :
a.  ls i i rahat dar i  rangkaian pekerjaan yang

sedang di lakukan (break).  ls t i rahai
diber ikan dengan maksud unluk
melepaskan lelah sejenak pegawai dari
p€kerjaannya.
Misal  :  untuk makan atau sholat  dan
sebagainya.

b. lstirahat dari rangkaian iam kerja dalam
satu minggu. ls l i rahal  mingguan ini  sesuai
dengan UU No. 3 / 1961 dan Pepres No.
58 / 1954 di mana jumlah keria dalam satu
minggu adalah 40 jam atau 5 hari kerja
dengan demikian telah dibenarkan hari ke
6 dan 7 yang bersangkutan untuk bekerja.

c. lstirahat cuti ialah keadaan seseorang tidak
masuk bekerja yang diizinkan dalam iangka
waktu lertentu.  Berdasarklan PP No.24l
1976 ada 3 jenis cut i .
- Culi lahunan
- Cuti besar
- Cuti Sakii.

5. Organisasi Pegawai.
Manusia hidup pada dasarnya ingin

berkelompok dan keinginan ini  merupakan
kodrat manusia. Oleh karena itu keinginan ini
t idak dapat dihalangi  melainkan harus
disalurkan supaya keinginan ini bermanfaat
bagi dirinya maupun masyarakat, hal ini tidak
terkecual i  dalam l ingkungan ker ja dalam
statusnya meniadi seorang pegawar.

Organisasi pegawai adalah sangat penting
dalam kehidupan organisasi kerla, baik dilihat
dar i  segi  kemanusiaan maupun dar i  segi
kepent ingan pegawai . i tu sendir i ,  karena
organisasi  pegawai dapat sebagai  a lat
memperjuangan kesejahteraan pegawai dan
tempat berhimpun serta untuk memperbaiki
hubungan ker ja antara pegawai dengan
organisasi kerianya.

Di l ingkungan pegawar negeri  srpi l ,  untuk
men ingkatkan pembinaan, keuluhan dan
kekompakan serta usaha menjamin kesetiaan

Pe mhinadn I'e gr,\ a i .\'ege rt .\ itil
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-
dan ketaalan terhadap negara dan pemerintah
serta perlu dipupuk dan dikembangkan jiwa
ko.ps maka d€ngan keputusan presiden No. 2g
tahun l97t dibentuktah KoRpRt (Korps
Pegawei Repoblik Indonesia) yang merupakan
wadah lunggal bagi Pegawai Negeri Sipit.

6. Fasililes
Yang dlmaksud dengan tisilitas ialah segala

sesualu yang digunakan, dipakai dan dinikmati
oleh pegawai, baik dalam hubungan langsung
dengan pekerjaannya maupun kelancaran
pekeriaannya.

Dari p€ngerlian di atas fasilitas dapat
dibagi meniadi 3 golongan :
a. Fasililas alat keria dibagi meniadi 2, yaitu

alal keaia manaiemen berupa aturan yang
menetapkan kew€nangan dan k€kuasaan
dan alat keria operasional, yaitu semua
benda yang bertungsi langsung produksi
lermasuk komputer,  mesin t ik dan
sebagainya.

b, Fasililas perlengkapan keria ialah semua
b6nda-b€nda yang digunakan dalam
pekeriaan, tetapi tidak tangsung untuk
produksi ,  melainkan bertungsi  sebagai
penyegar misalnya gedung lampu AC dan
lain sobagainya.

c.  Fasi l i las sosial  yai tu lasi l i tas yang
digunakan pegawai dan berlungsi sosial,
misalnya lumah dinas, mes, asrama, mo-
tor, mobil dan sebagainya.
Yang berhubungan langsung dengan

pokeriaan yai tu fasi l i tas alat  ker ia dan
perlengkapan keria waiib disediakan, oleh
karona tanpa i tu pegawai t idak dapal
melakukan pekeriaan secara waiar dan
produklif, salu hal yang harus disadari oleh
pegawai negeri ialah lasilitas sosial, dimana
ienis dan benluknya sangat terbatas dan tidak
seperti yang diharapkan maka penggunaannya
perlu dialur, unluk menghindari percekcokkan
antar pegawai, karena lasililas sosial ini bisa
m€niadi daya larik tersendiri bagi pegawai untuk
meningkalkan gairah keria.

7. Keselamatan, keamanan dan kesehatan
kerja.
Pegawai negeri sipil sebagai manusia iuga

m€nghendaki  kesehatan, keamanan dn
keselamatan dimanapun ia berada. Karena itu
usaha-usaha untuk menciptakan keadaan
tersebut senant iasa di lakukan baik secara
pribadi mampu pihak tain di dalam organisasi
kerla. Usaha-usaha perlu dengan terhadap
keselamalan keria pegawai negeri sipil diantara
dalam UU No.1 tahun 1970 Dasal 2.

Selaniutnya dalam pasal 3 UU No. 1 tahun
1970 di ie laskan mengenai syarat-syarat
kes€lamatan ker ja ia lah untuk mencegah,
mengurangt,  memberikan pertolongan pada
k€celakaan kerja, selaniutnya dalam peraluran
lainnya ditentukan adanya kewaiiban prosedur,
s iandart  dan sebagainya termasuk alal
perlengkapan keselatam kerja.

Mengenai keamanan kerja ialan perasaan
aman dalam menjalankan pekeriaan dan hal ini
banyak hubungannya dengan sistem per-
lindungan terhadap keluarga kecelakaan di
lingkungan kerja tetah diatur datam UU No. 1
lahun 1970. Dalam kaitan rasa aman untuk sta-
tus di masa mendatang bagi pegawai negeri
sipil telah diatur dalam UU No. I tahun 1974.
Misalnya: Pembinaan pegawai negeri adanya
karier,  preslasi ,  jabalan, gaj i ,  pensiun dan
seDagarnya.

Selanjutnya mengenai kesehatan keria ialah
suatu yang dapat mendorong terciptanya
keadaan yang sehat di tempat ker,a, baik bagi
tenaga keria maupun bagi lingkungan tempat
ker ja sendir i .  Misatnya kebis ingan, udara
ruangan dan usulan ini landasannya adalah UU
Nomor I tahun 1960 pasal I (4) berbunvi :

"Pemerintah melakukan usaha-usaha
khusus unluk menjamin kesehatan pegawai
negeri, buruh dan golongan -golongan keria lain
beserta keluarganya sesuai dengan lungsi dan
lingkungan hidupnya."

l ' (rnhin .n Pe!4tt.oi . \ \ ,gcri  Sit  i l  t l . r , t / /r .r .V(; l l  \  tr i^.)
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Komudian Undang-undang tersebut
dilanluli d€ngan dikeluarkannya KEPRES No
230 lahun 1968 yang m€niadi  landasan
pembentukan Asuransi Kesehatan (ASKES)
sebagai program pemeliharaan kosehatan bagi
pegawai negeri sipil dan pensiunan bes€rta
k€luarganya.

8. Pemberian Perangsang
Perangsang adalah penghargaan yang

dirancang untuk memberikan semangat dan
ganli rugi alas usaha yang diharapkan di luar
penyelenggaraan peker,aan normal yang
dilakukan oleh pegawai."

Maksud pemberian perangsang kepada
p€gawai ialah supaya pegawai tersebut dapat
l€bih giat  beker ia akan letapi  pemberian
p€rangsang itu tidak bol€h menghilangkan arah
efisiensi tenaga dan lain-lain, oleh karena itu
p€mberian perangsang harus memenuhi
beberapa syarat.

B€berapa syarat tersebut ialah:
a. Perangsang harus benar-benar diingini

oleh pegawai-pegawai di tempat keria.
b. Untuk m€ndapalkan perangsang ini sulit,

tidak semua orang dapat, telapi harus ada
pengorbanan tenaga, pikiran dan seba-
garnya.

c.  Prosedur untuk mendaoatkan adalah
terbuka dan proses pemilihan harus iujur.

d. Pomborian perangsang dilakukan oleh
pimpinan di tempal keria tersebut.
Pemberian perangsang kepada pegawai

negeri sipil sitatnya masih lokal belum secara
nasional dan masih secara sektoral. Hal ini
karena sital dan bidang peker,aan salu dengan
yang lainnya berbeda. Tetapi hampir semua
deparlemen memberikan perangsang kepada
pegawai negeri sipil dan pengalurannya dialur
ol€h pimpinan instansi masing-masing.

lstilah perangsang berbeda-beda antara
satu t€mpat dengan tempat lainnya. Misalnya
saia ada yang meny€but dengan tuniangan
lransport, premi, tuniangan khusus dan lain
sebagainya.

9. Penghargaan
Psmbinaan pegawai tidak saia dituiukan

terhadap usaha pemenuhan kebutuhan fasilitas
saia, tetapi juga dibuluhkan unluk memenuhi
ketuluhan keiiwaan pegawai (harga diri atau
saling menghargai) dan pembinaan kejiwaan
memegang peranan yang sangat penting dalam
membina pogawai secara seufuhnya. untuk itu
pemorinlah menciplakan berbagai sarana
penghargaan secara psikologis kepada
p€gawai.  Beberapa penghargaan lersebut
ialah:
a. Satya Lencana peringatan periuangan

kemerdekaan (PP No. 29/1959) yai tu
penghargaan bagi pegawai negeri sipil
yang be4uang menegakkan kemerdekaan
Agustus 1 945 dan 27 September 1949.

b. Satyalencana Karya Satya (PP No. 13/
1959) penghargaan bagi pegawai negeri
sipil yang telah mengabdi selama 25 tahun
yang set ia,  cakap dan raj in sehingga
merupakan teladan bagi yang lain.

c. Penghargaan.
Bagi pegawai negeri  s ipi l  yang telah
menuniukkan iasa, keralinan, keiuiuran dan
kelaatan, maka per lu diber ikan
penghargaan (PP No.35i 1964). Penghar-
gaan ilu dapat diberikan oleh Presiden /
Menteri atau 10 kali gaii pokok.

10. Rekreasi
Rekreasi merupakan bagian dari kesejah-

teraan bagi pegawai negeri sipil sesuai dengan
aturan yang ada penyelenggaraann)ra dilakukan
oleh KORPRI. Hal in i  tercanlum dalam
Anggaran Dasar KORPBI Pasal 5 (c).

Bentuk rekreasi ini ialah darmawisata untuk
menghilangkan rasa bosandi lempat keria iuga
membina persahabatan anlara kawan dan
k€luarga p€gawai.

Dan dalam darmawisata in i  sedapal
mungkin dihilangkan rasa keterbatasan formali-
tas dan dihiduokan rasa sol idar i tas tanoa

Penh ndd r I \' Ct' "tr 
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membsdakan pangkal dan iabalan.
Selain darmawisala,  rekreasi  bisa

di lakukan diadakan olehraga baik antara
pegawai di lingkungan keria atau di luar lingkun-
gan k€ria unluk menialin kebersamaan dan iiwa
sporlilitas di kalangan p€gawai negeri sipil.

11. Pensiunan
Pemberian pensiun dalam bentuk uang

seliap bulan pada waktu seorang pegawai
mencapai umur dan masa lerlentu. Kombinasi
batas usia pensiun
dan balas keria tiap
negara alau
organisasi berbeda
saiu sam a lain .
Pemberian uang
oensiun adalah
sebagai  peng-
hargaan atas i iwa
pegawai yang telah
dibsr ikan kepada
n€gera dan sebagai
iarfiinan hari lua bagi
pegawai yang
bersangkulan.

Pensiun bagi
pegawai negeri sipil
dialur dalam UU No.
11 tahun 1969
tentang pokok-pokok
pensiunan-pen siun
diber ikan keDada
psgawai negeri sipil,
dudanya atau
iandanya sebagai
iasa- iasa
bersangkulan s€lama
bertahun-tahun :
pensrun yang
diberikan berbentuk
uang ditambah luniangan-tuniangan.

Eerdasarkan PP No. 32 tahun 1979 balas
p€nsiunan adalah sebagai beriktu:

Pemberian pensiun dalam
bentuk uang setiap bulan

pada waktu seorang
pegawai mencapai umur

dan masa tertentu.
Kombinasibatas usia

pensiun dan batas kerja tiap
negara atau organisasi
berbeda satu sama lain.
Pemberian uang pensiun

adalah sebagai peng-
hargaan atas iiwa pegawai

yang telah diberikan kepada
negara dan sebagai
jaminan haritua bagi

pegawaiyang
bersangkutan.

a. 65 lahun unluk pegawai negeri  yang
meniabat:
- Ahli penelili / p€nelili
- L€ktor sampai dengan guru besar.
- Jabatan lain yang dilenlukan presiden.

b. 60 tahun unluk pegawai negeri  yang
meniabat :
- Ketua/Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim

Anggota MA.
- Jaksa Agung
-Pimpinan kesekle-
tar ia lan lembaga
tertinggi negara.
- Sekjen. lri€n, Dirien
Depa emen.
- Guru SLTP dan SLTA
- Penilik sekolah dan
lain-lain.

IV, PENUTUP
Pegawai neg€ri dalam
suatu organlsasi waiib
dibina agar k€ahliannya
cepat berpreslasi yang
bersi fat
menguntungkan bagi
dirinya, di masyarakat
dan negara.
Pembinaan pegawal
negeri lidak seluruhnya
bisa dialur secara
terousal, karenasiiuasl
dan kondisi daorah salu
dengan daerah yang
lain ber la inan. Akan
telapi  aluran dan
kondisi  yang dibuat
oleh uni t  ker ia lokal
t idak boleh

m€nyimpang dari liwa peraiuran yang l€bih
tinggi. Silal keluwesan ini dapal menumbuhkan
pegawai yang dinamis, langkas dan krealif
dalam stalusnya sebagai abdi negara dan abdi
masyarakat.(')

B.4MltAN(; yl NAP'xtI
Pembinaan P.gaN,ai Negeri Sipil
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